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BUPATIDAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013,

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang
Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Na=gara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4.

co

10.

11,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Inaonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Takun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); '

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubzhan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



Menetapkan
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18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Dairi ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125 )
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuargan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 130);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah  Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158)

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun

Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN

ANGGARAN 2013.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau
hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat

\J lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



18. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran
pembiayaan.

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan adaiah selisih antara surplus /defisit
APBD dengan pembiayaan netto.

20. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan
daerah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna
keperluan daerah dalam membiayai kegiatannya.

21. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.

22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

23. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah pencrimaan yang berupa hasil
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri
dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian
laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian
laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

24. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah
yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, ataupun bentuk lain
sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

25. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

26. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan
angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

27. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

28. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.

29. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang meliputi pendapatan
hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana

penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah

lainnya.
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30.

31.

32.

34.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ke Kabupaten atau Kota merupakan dana bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada

pemerintah daerah lainnya .

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus adalah dana yang dianggarkan untuk penyesuaian
(sertifikasi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang belum memperoleh sertifikasi) dan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
khusus suatu daerah.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya adalah bantuan keuangan
dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan urusan

pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai dengan kemampuan keuangan

masing-masing daerah.

. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belaja bagi hasil, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

dan belanja modal.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a.

b.

Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 37.322.705.000,00

2. Dana Perimbangan Rp. 598.764.280.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 95.469.007.380,00
Jumlah Pendapatan Rp. 731.555.992.380,00

Belanja

1. Belanja Tidak Langsung :

2) Belanja Pegawai Rp. 422.676.710.080,00
b) Belanja Bunga Rp. 800.0G60.000,00
c) Belanja Subsidi Rp. 660.000.000,00
d) Belanja Hibah Rp. 24.465.000.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp.  3.465.000.000,00

f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 0,00
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g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik Rp. 20.604.769.000,00
h) Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 477.671.479.080,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 21.527.808.400,00

b) Belanja Barang dan Jasa ’ Rp. 121.938.374.086,00

c) Belanja Modal Rp. 142.118.330.814,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 285.584.513.300,00
Jumlah Belanja Rp.763.255.992.380,00
Surplus/(Defisit) Rp.( 31.700.000.000,00)

c. Perfbiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 41.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 9.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. _31.700.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenazn Rp. 0,00
] Pasal 3
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalem lampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Besaran Belanja Pegawai Negeri Sipil Khusus Gaji dan Tunjangan lainnya untuk Triwulan
Pertama Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

"
Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 April 2013
N
. BURATI DAIRI,
. KRA. NNY7 OHANG ADINEGORO
‘
Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 April 2013
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
s
(3
JULIUS G@ING
P BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 4



